BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.9, 2009 DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN. Penanaman
Modal. |Izin Usaha. 1zin Perluasan. Pelimpahan.
Kewenangan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 05/M-IND/PER/1/2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 66/M-IND/PER/9/2008 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN
PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa dalam rangka kepastian kesinambungan penyelesaian
pemrosesan izin penanaman modal bidang industri pada
masa transis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Perindustrian  Nomor  66/M-IND/PER/9/2008  sampai
diterbitkan ketentuan mengenai pelayanan terpadu satu pintu
di bidang penanaman modal, perlu memperpanjang waktu
pelimpahan kewenangan kepada Kepala Badan Koordinas
Penanaman Modal (BKPM) untuk menerbitkan Persetujuan

Prinsip, 1zin Usaha Industri (1Ul) dan Izin Perluasan bidang
usaha industri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a perlu dilakukan perubahan Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 66/M-IND/PER/9/2008;
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Mengingat

M enetapkan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri
Perindustrian;

: Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 66/M-IND/PER/9/2008

tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian lzin Usaha
Industri Dan |zin Perluasan Dalam Rangka Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PERINDUSTRIAN NOMOR 66/M-IND/PER/9/2008
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN
|ZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN DALAM
RANGKA PENANAMAN MODAL.

Pasdl |

Mengubah ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 66/M-IND/PER/9/2008 tentang Pelimpahan
Kewenangan Pemberian 1zin Usaha Industri dan 1zin Perluasan
Dalam Rangka Penanaman Modal sehingga keseluruhan Pasal 1
menjadi sebagai berikut:

Pasal 1

(1) Melimpahkan kewenangan Menteri Perindustrian kepada
Kepala Badan Koordinas Penanaman Moda (BKPM) untuk
menerbitkan Persetujuan Prinsip, Izin Usaha Industri (IUI)
dan Izin Perluasan bidang industri yang menjadi kewenangan
pemerintah.

(2) Kewenangan penerbitan Persetujuan Prinsip, 1Ul dan lzin
Perluasan bidang industri yang menjadi kewenangan
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri
Perindustrian  Nomor  41/M-IND/PER/6/2008 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri,
dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

(3) Kewenangan penerbitan Persetujuan Prinsip, 1Ul dan lzin
Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dapat dilaksanakan oleh Kepala BKPM untuk dan atas nama
Menteri Perindustrian sampa dengan diterbitkan ketentuan
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mengenal pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman
modal dan/atau selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober
2009.
Pasal |1
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
mempunyai daya laku surut sgjak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setigp orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini
diundangkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 16 Januari 2009

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

FAHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta
padatanggal 16 Januari 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA



